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ANGKA PREVALENSI STUNTING DI GUMAS TURUN  
MENJADI 10,39 PERSEN 

 
Sumber gambar: https://kalteng.antaranews.com/ 

Kuala Kurun (ANTARA) - Sekretaris Daerah Gunung Mas, Kalimantan Tengah 
Richard menyatakan berdasarkan elektronik Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis 
Masyarakat (e-PPGBM), angka prevalensi stunting di kabupaten setempat pada tahun 
2024 ini mengalami penurunan jika dibandingkan dengan 2023. 

“Berdasarkan e-PPGBM, angka prevalensi stunting di Gumas pada 2024 ini adalah 
10,39 persen,” ucapnya kepada awak media usai membuka publikasi stunting tingkat 
kabupaten di Kuala Kurun, Kamis. 

Angka prevalensi stunting di Gumas berdasarkan data Survei Status Gizi Indonesia 
(SSGI) tahun 2022 sebesar 17,9 persen, dan berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia 
(SKI) tahun 2023 sebesar 12,9 persen. 

Sedangkan untuk SSGI tahun 2024 sedang dalam proses pelaksanaan. Ia berharap 
nantinya hasil SSGI 2024 tidak jauh berbeda dengan e-PPGBM, di mana angka prevalensi 
stunting di Gumas berada di angka 10,39 persen. 

Ia menjelaskan, publikasi stunting ini adalah paparan data stunting berdasarkan data 
e-PPGBM, yakni data yang didapatkan dari pemantauan tumbuh kembang balita di 
posyandu, puskesmas dan puskesmas pembantu, yang diinput ke dalam e-PPGBM. 

“Ini merupakan upaya Pemerintah Kabupaten Gumas melalui Dinas Kesehatan, 
untuk mendapatkan data prevalensi stunting di tingkat puskesmas, desa, kelurahan, dan 
kecamatan,” bebernya. 

Dengan adanya data hasil publikasi, maka pendekatan percepatan penurunan 
stunting lebih tepat pada lokus penanganan dan juga dilakukan dengan penguatan aspek 
pencegahan dengan memperluas sasaran-sasaran strategis. 

Sasaran-sasaran strategis yang dimaksud terutama pada sektor hulu, melalui sasaran 
remaja putri, calon pengantin, pasangan usia subur, hingga sasaran ibu dan bayi yang 
memiliki risiko stunting hingga usia lima tahun. 

Sementara itu, Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan di Dinkes Gumas Heriyanto 
menyatakan, berdasarkan e-PPGBM 2024, angka prevalensi stunting di 12 kecamatan 
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yang ada di kabupaten setempat mengalami penurunan, jika dibandingkan dengan data 
SKI 2023. 

Kecamatan Kurun berada di angka 6,17 persen, Kecamatan Tewah 14,84 persen, 
Kecamatan Sepang 10,48 persen, Kecamatan Mihing Raya 3,73 persen, Kecamatan 
Kahayan Hulu Utara 22,25 persen, dan Kecamatan Rungan Barat 12,80 persen. 

“Kemudian Kecamatan Manuhing 3,32 persen, Kecamatan Rungan 15,69 persen, 
Kecamatan Manuhing Raya 6,88 persen, Kecamatan Rungan Hulu 13,08 persen, 
Kecamatan Miri Manasa 8,23 persen, dan Kecamatan Damang Batu 10,74 persen,” 
demikian Heriyanto. 
 
Sumber Berita: 
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Catatan: 

Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan 
Penurunan Stunting menyatakan bahwa Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan 
perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai 
dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh 
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan. 

Lebih lanjut dalam Pasal 10 Peraturan Presiden tersebut menjelaskan dalam rangka 
menyelenggarakan percepatan penurunan stunting Pemerintah Daerah provinsi, 
Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam 
penyelenggaraannya mengacu pada Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting. 
Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan Stunting 
Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa 
melakukan: 
a. penguatan perencanaan dan penganggaran; 
b. peningkatan kualitas pelaksanaan; 
c. peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan 
d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia. 


